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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SENJATA API

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan

program pencegahan, dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika memiliki kewenangan untuk

melakukan penyidikan tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika, termasuk tindak pidana pencucian

uang yang kejahatan asalnya adalah tindak pidana

narkotika dan prekursor narkotika;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan

kewenangannya dalam melaksanakan program

pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan

melakukan penyidikan sangat berpotensi menghadapi

resiko terhadap keselamatan jiwanya dan jiwa orang lain

sehingga perlu dilengkapi senjata api;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan

Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang

Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang

Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere

Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5062);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional;

6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010

tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan

Pengendalian Senjata Api Standar Militer di luar

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 338);

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2085);

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan

dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian

Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia

untuk Kepentingan Bela Diri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TENTANG PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat

BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

presiden.

2. Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan

keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan

bahan peledak.

3. Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik

Indonesia/Tentara Nasional Indonesia adalah Senjata Api

yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik

Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional

Indonesia yang cara kerjanya manual atau semi otomatis.
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4. Senjata Api Standar Militer yang dimiliki oleh BNN yang

selanjutnya disebut Senjata Api Standar Militer adalah

Senjata Api yang digunakan oleh Tentara Nasional

Indonesia dalam rangka tugas pertahanan Negara yang

pengadaannya dilaksanakan sebelum berlakunya

Peraturan Kepala ini.

5. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker

adalah pimpinan satuan kerja yang mengajukan

permohonan pemegang Senjata Api.

6. Penanggung Jawab Pengelolaan Senjata Api adalah

Kasatker di lingkungan BNN atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Kasatker.

7. Pegawai BNN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah

PNS, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam satu

jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada

satuan organisasi di lingkungan BNN.

8. Penanggung Jawab Pemegang Senjata Api adalah Pegawai

yang mendapatkan izin memegang Senjata Api.

9. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik

tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau

mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan

menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.

10. Surat Izin Memegang Senjata Api adalah surat izin yang

diberikan kepada Pegawai yang telah memenuhi syarat

administrasi, skill, kesehatan jiwa dan fisik untuk

menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan

Senjata Api sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

11. Kartu Izin Memegang Senjata Api adalah kartu yang

diberikan kepada Pegawai untuk menguasai, membawa,

menyimpan dan menggunakan Senjata Api yang sifatnya

sementara sesuai dengan surat perintah tugas.

12. Surat Izin Membawa adalah surat izin yang diberikan

kepada Pegawai untuk membawa Senjata Api dan

www.peraturan.go.id



2016, No. 2096
-5-

amunisi yang dikeluarkan oleh Kepala BNN, Kepala

BNNP, dan Kepala BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Kepala BNN ini sebagai pedoman bagi

Pegawai dan satuan kerja di lingkungan BNN dalam

melakukan pengelolaan Senjata Api.

(2) Tujuan Peraturan Kepala BNN ini sebagai berikut:

a. mengefektifkan & perencanaan dan pengadaan

Senjata Api;

b. mengoptimalkan perawatan, pemeliharaan, dan

penggunaan Senjata Api;

c. efisiensi biaya perawatan Senjata Api;

d. meningkatkan profesionalisme pengelola dan

pelaksana pengguna Senjata Api; dan

e. meningkatkan keamanan selama menggunakan

Senjata Api.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala BNN ini terdiri atas:

a. perencanaan dan pengadaan;

b. jenis dan jumlah Senjata Api;

c. penggunaan, ijin memegang, membawa dan prosedur

penggunaan dan pengamanan;

d. pelaksanaan pelatihan;

e. penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan; dan

f. pengawasan dan pelaporan.
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